
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.279 , 2021 KEMENDAG. Pusat Perbelanjaan. Toko Swalayan. 

Pedoman  Pengembangan. Penataan Pembinaan. 

Pencabutan.  
 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT 

PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2), 

Pasal 94 ayat (3), Pasal 98 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman  

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT 

PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 

bidang tertentu. 

2. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang 

digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya 

satu penjual. 

3. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan 

mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran 

yang berbentuk minimarket, supermarket, department 

store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk 

perkulakan. 

4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang 

terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan 

secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau 
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disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri 

untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang. 

5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, 

dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau 

Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, 

dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan 

menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta 

UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-

menawar. 

6. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur 

memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk 

dijual kembali melalui kerja sama usaha. 

7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya 

disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan 

usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, 

baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar 

prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, 

dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan 

usaha besar. 

9. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam 

perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau 

pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang 

berhubungan dengan pemasokan barang yang 

diperdagangkan dalam Toko Swalayan. 

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

mengacu pada: 
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a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau 

b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. 

(2) Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota setempat 

menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail 

tata ruang kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, 

penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten/kota. 

 

Pasal 3 

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan 

Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:  

a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta 

keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona 

atau area atau wilayah setempat; 

b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan 

antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan; 

c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal; dan 

d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan 

dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan 

pendidikan; 

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 

c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di 

masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan 

Pusat Statistik tahun terakhir; 
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d. potensi Kemitraan dengan UMK-M; 

e. potensi penyerapan tenaga kerja; 

f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai 

sarana bagi UMK-M; 

g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan 

h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat 

atau Toko eceran tradisonal yang telah ada sebelumnya. 

 

Pasal 5 

(1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisonal 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah setempat. 

(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib 

mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jarak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mempertimbangkan: 

a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di 

masing-masing daerah sesuai data sensus Badan 

Pusat Statistik tahun terakhir; 

b. potensi ekonomi daerah setempat; 

c. aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas); 

d. dukungan keamanan dan ketersediaan 

infrastruktur; 

e. perkembangan pemukiman baru; 

f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau 

g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan 

tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di 

sekitarnya. 

 

Pasal 6 

(1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan 

department store wajib memenuhi ketentuan: 
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